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Kepala Dinas Pekerjaan
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“Kami memilih mema-
sukkan seluruh strategl
tersebut dalam raperda
sebagai antisipasi jika di
kemudian hari pilihan per-
mukiman kembali itu harus
dilakukan. Artinya. sudah
ada payung hukum yang
bisa dijadikan dasar pelak-
sanaan,” kata Agus.

Keberadaan® peratuan
daerah, lanjut Agus, akan
menjamin pelaksanaan pe-
nataan agar sesual prosedur

yang benar dan melindungi
hak masyarakat yang ter-
dampak penataan permu-
kiman. Namun, pelaksanaan
permukiman kembali untuk
penataan kawasan kumuh
tersebut akan disesuaikan
dengan kemampuan ang-
garan pemerintah dan ke-
siapan dari masyarakat.
“Penataan kawasan

kumuh tidak harus dila- .

kukan secara massif pada
suatu kawasan yang luas
dalam satu waktu. Penataan
akan dilakukan dengan per-
timbangan masalah dan po-
tensi, serta kesiapan mas-
yarakat setempat,”

Sementara itu, Ketuna
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Pansus Raperda Penataan
Kawasan Kumuh DPRD
Kota Yogyakarta Christi-
ana Agustiani mengatakan,
belum dapat melanjut-
kan pembahasan raperda
karena beberapa wakiu
belakangan disibukkan
dengan pembahasan RPJ-
MD 2017-2022 serta KUA
PPAS APBD 2018,

“Belum sempat dilaku- -

kan pembahasan lanjutan
karena seluruh anggota
dewan sibuk dengan pem-
bahasan RPJMD dan KUA
PPAS. Tetapi, akan tetap
kami upayakan agar pemba-
hasan segera diselesaikan,”
katanya.

Pembahasan Raperda
Kawasan Kumuh sudah
dilakukan sejak 2016. Kota
Yogyakarta adalah salah
satu darl beberapa kota
lain seperti Solo, Bogor
dan Bangka Belitung yang
memperoléh pendampingan
dari Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan
Rakyat untuk menyusun
Raperda tentang Kawasan
Kumuh. Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan
Rakyat memberikan kerang-
ka naskah akademik untuk
penyusunan raperda namun
tetap harus disesuaikan
dengan kondisi di Kota Yog-

yakarta. (gil)
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